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~ |PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS! PELAKSANA.

1 ly.s.d.u UU No. 50 Tahun 2009

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UL} No. 3 Tahun 2008

1 informasi

memahami pendolumentasian, kearsipan dan pengelclaan

2 |Undang-undang nomor 25 tahuun 2009 tertang pelayanan publik

memikiki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik

3 |Undang-undang Mo. 14 ahun 2008 tentang keterbukaan informasi

3 |memahami dan dapat menguasai teknologi informasi

Undang Nomor 14 {ahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan
berbasis elekironik

Surat keputusan ketua Mahkamah Rt Nomor : 2-144-KMA/SKVIN2022
fentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Mo. 35 Tahun 2012
7 |teniang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 Tentang
8 tPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan di Bawahnya

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan

9 [informasi publik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 |SOP Keberatan atas informasi 1 _|Peralatan komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan,
2 Formulir Permohonan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan prima dan keterbukaan informasi
tidak tercapai

Register Informasi

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Atasan | Tim Kuasa Dewan Keterangan
PPID Hukum Pertimbangan Kelangkapan Ll Ciitpidt *
Menerima panggiian sidang
pemeriksaan pendshuluan, C— ) panggilan sidan disesuaikan ilan sid
1 kemudian menetapkan tirn kuasa N iks 9 dengan sidang panggl a.n sidang
hukum untuk mefakukan i pada Kl PGz
penanganan sengketa informasi pEnCahulu Provinsi el ST
publik
Surat
permohonan,
Surat permohonan, surat jawaban
surat jawaban atas atas permohonan
s permohonan informasi,
Meminta pertimbangan terhada, ffermaE] REROnQAAn
2 sangketa informasi?aublik i permohc?nart . ke st
keberatan, jawaban jawaban atas
atas tanggapan tanggapan
v panggilan sidang, panggifan
l:j pengujian konsekuensi sidang,
pengujian
konsekuensi




Memberikan pertimbangan
sengketa informasi publik

notulensi atau berita
acara plenc

Surat
permohonan,
surat j[awaban

atas permohonan

informasi,

permohenan
keberatan,

jawaban atas
tanggapan
panggilan

sidang,

pengujian

konsekuensi,
notulensi

Melakukan upaya penanganan
sengketa informasi publik

waktu yang diperlukan




